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Wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang krusial, kedudukan yang
tinggi yang dipilih oleh rakyat secara langsung bersama sama dengan kepala daerah
menjadikan wakil kepala daerah sebagai jabatan publik. Akan tetapi dengan segala
status yang menempel otomatis kepada wakil kepala daerah tidak berbanding lurus
dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dia miliki, sehingga posisi strategis
itu seringkali menjadi awal mula dari disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil
kepala daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari bagaimana regulasi yang terbaik
tentang posisi wakil kepala daerah. dengan menggunakan penelitian normatif analitif
untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk
menjawab fakta ketatanegaraan yang dihadapi terkait dengan status dan kedudukan
wakil kepala daerah.

Dari hasil penelitian dapat diambil 3 (tiga) kesimpulan, yaitu mekanisme
pengisian jabatan wakil kepala daerah diangkat dari jabatan karier, proses rekrutmen
wakil kepala daerah harus terbuka dan transparan dengan mempertimbangkan track
record calon wakil kepala daerah serta pembagian tugas dan kewenangan antara
kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dalam dua cara yaitu prinsip-prinsip
tugas disebutkan dalam Undang undang atau Peraturan Pemerintah dan yang kedua
tugas dan kewenangan diatur dalam Undang undang dan Peraturan Pemerintah
dengan sangat rinci.

Kata Kunci: Wakil Kepala Daerah

viii



